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fURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

IT BANTUMAS
NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG
SNTUKAN, SUSUNAN ORGANISA

bahwa dalam rangka melaksa
judkan titik berat Otonomi

II, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian-

urusan Pemerintahan dalam bidang Pendidik
an dan Kebudayaan kepad

II sebagai ditetapkan d
erah Propins}1Daerah Ti
ngah Nomor 10 Tahun 1990

nakan dan mewu-
Daerah Tingkat

b. bahwa dalam-upaya--mem
an Penyelenggaraan

Pendidikan dan Xebuda-
yaan di Daerah Ting

kat II sebagai dimak -
sud huruf a dapat berdaya guna dan barha-

sil guna , maka perlu membentuk dan nenga
tur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Di-
nas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten -
Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peratu-
ran Daerah.
‘9ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam-
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Perlancar-pelaksana~-
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dang Nomox 2 Tahu:y ;4

undang-un _ o o
kan Nasione t
sistim pendidik e ] e"tanq

turan Pemeiintah somox ¢ .

ier:ang pelaksunaan Penyer.j ahyp g
o 3 ‘ N Bal 51
urusian Pemerintiag  usag agia,.

i pada :
g:;angan pendidikan, Pengadty ap . %4lay
kepadd Propinsi ; an Ke

budayaan
i Dalam Ne'a.
Keputusan Menteril e 4§ No
Tagun 1977 tentang Pembgntukan,su':"r 363
dan Tata Kerja Dinag Da::ag .
a .

Organisasi
ari Dalam Negeri Nomo

Peraturan Ment
Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaknnaa
n

Penyerahan urusan-urusan Gari Daerap
Tingkat I kepada Daerah Tingrat II %

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 1980 tentang Petunjuk felaksanaay.
mengenai Pembentukan, Susunan Organisagj
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan ge -

budayaan ;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 1989 tentang Petunijuk relaksanaan-
penyerahan urusan Pendidikan Dasar dan -

-~

Xebudayaan dari Pemerintah DaerahTingkat
I kepada Daerah Tingkat II di Kecamatan;

A

peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 ten’ -
tang Susunan Crganisasi dan Tata Kerja -
rinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah -

Tingkat I Jawa Tengah ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jaws Tengah Nomor 10 Tahun 1990 ter
tang sebagian urusan Pemerintah paerah -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ~
dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaa?

kepadaDaerah Tingkat II ; |
p Tingka

KeﬁﬁtUSan Gebernur K .
i 2 epala Daer
Petunjuk e Daer&h
Tin Juk Pelakganaan Peratural Anun,
gkat I Jawa Tengah Nomor T |
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tentang Penyeraha
n seb
rintahan Propingj Daerag an urugan Peme~
tengah dalam Bidang pe koxat I Jawa
dayaan kepada e

12. Keputusan Gabern
ur Ke
I Jawa Te..yah Nomor ogf}fgyferah Tingkat
Pedoman Pembentukan, T4

.
*

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

am Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas ; : ‘
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah -
Tingkat II Banyumas ; ‘
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidi
kan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II -
eayumas | la Di Pendidikan dan

] alah Kepala Dinas Pendl
izgiéiyggﬁaiaiipaten Dgerah Tingkat II Banyumas.

BARB II

Pasal 2 . -
Ngan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendidikan-

n Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

ta K ?91 tentang -
madya Daerah TingkiétwulllKabupaten/xota B
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(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalal : g,
sana Pemerintah Daerah dibidang Pendidiw,p q
budayaan yang dibentuk berdasarkanpenye,,}hanagt

‘ u

lebih lanjut kepada paerah gepagai Urusan ryp
tangga Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudaygg
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dipimpin ojep !
orang Kepala Dinas yang berada dibawah dan pe,
gung jawab kepada Bupatl Kepala Daerah,

e .
8ar

(2) .
6.
tang.‘

pasal 4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas I;OR &k
a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah d“ﬁda:
pendidikan dan kebudayaan di wilayah kerja Yannc'
menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuang:
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain _
yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah,

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebaggi dimaksud Pasal 4 -
Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -

mempunyai fungsi :

Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbi-

ngan dan pembinaan di bidang pendidikan dan ke -

budayaan sesuai dengan ketentuan perundang-un -
dangan yang berlaku ;

b. Perencanadn teknis operasional dan pengembangan-
unsur-unsur pendidikan dan kebudayaan yang men -
jadi tanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan-
yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah-

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku ; -

c. Pelaksanaan tugas- pokok s
naan yang di tetapkan oleh Bupati Kepal
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ; ' :

d. Pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan”
yang di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah be;“
dasarkan peraturan perundang-undangan yand gt

a.

esuai ‘dengan kebijaksa-
a Daerah-

laku ;

a-

€. Pengawasan dan pengendalian teknis atas Pelaks 5
naan tugas pokok .sesuai d_engan kebi_jaksanaan
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Yang.ditetaﬁkan Ooleh By

pati
“arkan peraturan perundang-uigg:;a Daerap

berda-
. a
f pengurusan administragi Dinag Pend: Yang berlaku;
' pudayaan. dikan dan ge-
BAB 1v
ORGANISAGST
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
. . Pasal ¢
gusunan Organisasi Dinag Pendidikan Kebud
Gird dari : . idayaan ter-

a. Kepala Dinas
p. Sub Bagian Tata. Usaha ;
c. Seksi tenaga Teknig

' Ja. dan Non Teknis ;
d. Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Perseko
lahan ; '

e. Seksi Pendidikaniluar Sekolah

| Sub Bagian tata Usaha, Seksi-seksi,.
dipimpin oleh seorang Kepala yang be
dan Bertanggung jawab kepa

- kan dan Kebudayaan,

masing-masing -
rada dibawah -
da Kepala Dinas Pendidi -

Bagian Kedua . -
Kepala Dinas -
© Pasal 7.

- 'u . 3 L i ~n ) . o tugas-
pala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai
Eok dan fungsi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dan 5
raturan Daerah inii~ ST

Bagian Ketiga =
Sub Bagian Tata Usaha

Basa ' laksanakan
1 tugas mela -

; ian' Tata Usaha mempunyal tugas : -
tﬁ.-BaglaZt menyurat, kearsipan, eksped151,ketatai:k_
andn suflministrasi kepegawaian,keuangan, perlegg P ;
() ran " hatangga . periz inan, pendataan _dan pelapo.r )

;’;," uma - ‘

Pasal 9

| ‘qai dimaksud dalam
n arakan tugas sebagal usaha
int'gegiiiizggn pDaerah ini, Sub BaGFan_TéFé..

%mpunyaiwfungSi y R



(1)

(2)

pengelola urusan umum ;
rengelola urusan kepegawaian
pengelola urusan keuangan ;

pengelolaan urusan lain yang diberikan -
Dinas, :

‘a4

KeDaL
Pasal 190

Sub Bagian Tata usaha terdiri darj .

a. Urusan Umum

“e

b. Urusan Kepegawaian ;

Cc. Urusan Keuangan ;

Urusan-urusan sebagai dimaksud ayat (1) PasalinL
masing masing dipimpin oleh seorang Kepalg Yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kePadaI@maf
Sub Bagian Tata Usaha. . )

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas

a.

b.

mengatur peredaran surat Dinas, mencatat keluar pa-

suknya surat Dinas dengan Kartu Kendzli 7

menyiapkan nomor surat, melaksanakan penggandaan -
dan mendistribusikan surat sesuai dengan alamatnya;

menyiapkan blanko~blanko, mengumpulkan,memelihara -
dan menyimpan surat-surat serta dokumentasi kegiat-
an Dinas ;

melaksanakan tugas-tugas ketatalaksanaan ;
mengatur dar melaksanakan pembagian barang-barang -
Dinas

MeLawar,; memelihara sarana prasarana dalam lingkung
an Dinas ;

menyusun dan membukukan inventaris Dinas ;

_menylapkan, mengatyr Perjalanan Dinas dan pool ken~

daraan Dinas ;

-

menyiapkan melaksanakan Upacara, rapat-rapat dan-
Pertemuan Dinag ;



< 1

aksanakan hubungan masyarakat

.
dan men:ly
187 alam memberi j : Membantu Kepa-
£€”pinas da 1 1nformasi kedinasap : %

‘12 _rsanakan tugas-tugas lain yan : RN RNTe
mipg}fa Bagian Tata Usaha. o dlbe:.lk:an oleh -
K

_ Pasal 12?2
Kepegawalan mempunyai tugas

453" . .
nﬁngumpulkan dan menyiapkan data kepegawaian
' lah dan menganalisa dat | R

'kan data kepegawalan untuk penempatan pegéwdi‘?yajl

“@nyamgaiakan Qatg kepegawaian untuk en éﬁ K -
' pegawal Negari Sipil Daerah : ¥ agngsatan
'melaksanakan administrasi Kepegawaian lainnya ;
'meJaksanakan tggas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

‘Pasal 13
msan ‘Keuangan mempunyai tugas :

. melaksanakan pengelolaan keuangan ;

’

., mengelola gaji pegawai Dinas, gaji Guru sekolah Da -

sar ,Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar; g
. mengelola surat pertanggungjawaban belanja rutin -
ongkos Kantor, bantuan untuk Sekolah Dasar, perja--

- lanan Dinas, perawatan dan pemeliharaan Kantor ;

. mengeloladan menghimpun surat pertanggungjawaban dan
laporan Proyek pembangunan Dinas ;

. mengadakan pemeriksaan belanja rutin, anggaran pemba

ngunan dan gaji,’'serta menyusun laporan dan mengada-
kan pembukuan keuangan ;-

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh -
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.;

Bagian Keempat |
Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis

Pasal 14 .
‘eksi Tenaga Teknis Non Teknis mempunyal tugas melaksa-

lakan administrasi pengelclaan tenaga Guru,Pimpi =
lan dan Penjaga Sekolah DasAar yang me%lputl pepgaggka;n
M, mutasi kepegawaian dan pemberhentian sesual eng

€wWwenangan yang diberikan.

Pasal 15

Untuk menyelen k tugas sebag
ggarakan ga .
Sal’ 14 Peiaturan Daerah ini, Seksi Tenag

ai tersebﬁt dalam Pa-
a Teknis dan -

]




Non Teknis menpunyai fungei
a. pengusulan pengangkatén,pemindahan Or
Guru, Pimpinan dan Penjaga Sckolah Dag ., ;
b. pemberian/punolakan perizinan bayi Gy, ,, .
Penjaga Sekolah Dasar
c. pemberian dan pengembangan karier ¢ i Gury

- ——
‘berheﬂtla
I

dan Penjaga Sekolah Dasar i ‘ Pimphw,
d. pelaksanaan tugas-tugas' lain yang diberikap olet
la Dinas. Pasal 16 KQp(

(1) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis terdirj darj
a. Sub Seksi Guru Sekolah Dasar ; s

b. Sub Seksi Pimpinan dan Pénjaga Sekolal; dasar .
c. Sub Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Non Teknj
; 8.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagai dimaksud calapg ayat (1)
Pasal iri masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepa1~
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada1@ 2
la Sub Seksi Tenaga. Teknis dan Non Teknis. P2

Pasal 17
Sub Seksi Guru Sekolah Dasar mempunyai Tugas

a. mengadakan inventarisasi dan Pendataan Guru Sekolah
Dasar ;

b. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data Guru Se-
kolah Dasar ;

Cc. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian -

Guru yang meliputi Guru Dalam Daerah yang bersangku-
tan ; ;

d. menguznlkan mutasi pindah antar Daerah kepada Dinas-
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tencgah ; |

€. @engurusi permintaan Kartu Pegawai, Nomor Induk Pe -
gawai ~

f. menyelenggarakan cuti Guru Sekolah Dasar ;
9. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh -
Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

Pasal 18

iub Seksi Pimpinan dan: Penjaga Sekolah Dasar mempun
ugas

yai=

a: i - ; i mpi dan Penjad®
+ Méngadakan inventarisasi tenaga Pimpinan
Sekolah Dasar '



”' ulkan danxmengolah data, sert h
wwﬁ“mgn dan Penjaga Sekolah D;sar & menyajikan da+,

: Nmin arakan administrag;
{ ™ 1engd 21 kepegawaian b

@M%, Penjaga Sekolah Dagar %1 Pimpi-
““Qai“ka“ usulan calon Pimpinan Sekolah Dasar ;

aksanakan tugas-tugas lain yang g
'me seksl Tenaga Teknis dan Non geki?ﬁftkan PRej hee

I . Pasal 19
seksi Pemblnaan Tenaga Teknis Non Teknis mempunyai -

as * .

' pengadakan inventarisasi Pendidikan Guru, Pimpinan
'penjaga Sekolah Dasar ; : i dan
mengadakan latihan Pra Jabatan bagi Guru dan Penj -
By lan Dasatey g an Penjaga

hmenyglenggarakan.perizinan berﬁpa izin dagang,belajar
cerai dan sebagainya bagi Guru,Pimpinan dan Penjaga -
Sekolah dasar ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

_ Bagian Kelima
tksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan

Pasal 20
ksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan mem
myai tugas melaksanakan administrasi Persekolahan yang

liputi pemecahan, penghapusan, pengesahan Sekolah Da -
Ir, pengelola keuangan,penyelenggaraan Sekolah Dasar, -
laksanakan Tata Usaha Sekolah Dasar dan Superfisi, Veri
kasi, pengelolaan alat-alat pelajaran Sekolah Dasar, -
‘ngelelaan Gedung, Tanah dan Lapangan Sekolah Dasar.

Pasal 21

ituk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud Pasa% 30 -

‘raturan Daerah. ini Seksi Subsidi/Bantuan dan Adminis -

tasi Persekolahan mempunyai fungsij

'. Pengelolaan Subsidi/Bgnguan i 1 ofirin

» pen ini asi ersekKo i .

: g?ngZigig :g?;gig:;a:;' pembukuan dan wemberlkan Sub-
sidi/Bantuan ;

' Melaksanakan tugas~tugas’
Pala Dinas. - '

lain yang diberikan oleh Ke-=



pasal 22
subsidi/ Bantuan dan Adminggy .,

i iﬁk:irdiri dari 1 1 et.%l
a. Sub Seksi Subsidi/Bantuan ap
b. Sub Seksi Administrasi Persekolahsy ,
c. Sub Seksi Perbendaraan, Pembukuan da., Verizi
sub Seksi-Sub Seksi sebagai dimaksug dai Kagy

(2)

pasal ini masing-masing dipimpin olen 8‘!0“:}1% (1y.
yang ada dibawah dan bertanggung jawab gep, d‘: Kepa),
Seksi Subsidi/Bantuan dan Administragj persekolcpah

dhan

Pasal 23

Sub Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai tugas ;

a.

b.
c.

d.

memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan g
Bantuan Sekolah Dasar ;
manyelenggarakan pendataan Sekolah Dasar ;

mengadakan pembinaan penggunaan Subsidi/Bantuan Seko-
lah Dasar ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikancnalx@
pala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Perseko: -

ubsiqy /-

lahan.
Pasal 24

Sub Seksi Administrasi Persekolahan mempunyai tugas ;

a.
b.

C.

- Meny:pZan administrasi pengesahan penegerian dan

* Mengadakan evaluasj

menyelenggarakan koordinasi administrasi persekolahar

mengadakan pendataan Sekolah Dasar Swasta, Bersubsidi
dan Berbantuan;

menyiapkan administrasi penetapan,pemecahan,pengga. -
burngan dan pengapusan -Sekolash Dasar ; )

Pendirian Sekolah dasar :

- 2ngusulkan status Sekoiah Dasar Swasta, Berbantudil -

dan bersubsidi ;

, - u -
- meiaksanakan pengelolaan administrasi penerimaanh ™%

rid baru,alat-alat pelajaran Sekolah Dasar, GeduM
tanah dan lapangan Sekolah Dasar ; 5eko -

. 31ikan
penyelenggaraan pendidika
;Z?aiasar Swasta,Berbantuan dan Bersubsidi i leh K&

sanakan tugas-tugas lain Yang diberiké.m ere"" ]

ala i idj ini
Eahan?ekSl Subsidi/Bantuan dan” Administrasi 3



4 Pasal 2€

8 ’fbcndaharaanrpﬂmuukqan (e Qb r{ £
b j. Pe AMNVerifikasi: mes
Qt 0 a . 4 Tile '“:)H"‘
' ?ev? N
Ql ) § ,'\‘1\] ; < 11 :
I' th" ' " ’ ] i
4 N LRaed =3 X LiMaait b
\@ri ,;elengga{aan Sekolah .izway
MY ppun dan MENyImpan surat-surat pe
T Fertanggung jawal

g
Uy g naan Subsidi/B o
Q”~£ ?nggu i/Bantuan penvelenggaraan Sekolaf
a 1
’qugk (1) P 'd kan pengawasan 1
8y /\,ngadd » + pemeriksaan, pen 3
s Qkpﬁlﬁ'n i pelaks . o + pengendalian dan-
ap o Wygluasl P anaan Subsidi/Bant
k°1a§:1°;:;¢21ah Dasar ; uan .penyelenggaraan-
" ,laksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke-
Sup sla Seksl Subsidi/Bantuan dan Administrasi Perseko -
§ jan - ;
lay, Bagian Keenam

Seksi Pendidikan Luar Sekolah

U
an&h‘;~v T Pasal 26 :
ol 5i Pgndldlkan.Luar Sekolah mempunyai tugas melaksana-
Der x&keglatgn—keglatan perpustakaan,kursus—sursus,Pembi -
Seko--) Kesenian Daerah, Kepramukaan, Generasi Muda dan Ke-
tan olah raga serta Kesehatan Sekolah.

Pasal 27

s ; 1k menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pa-

1olshay 26 Peraturan Daerah ini, 5
' | mempunyai fungsi : =
trampilam dan perpus

subﬂdlmenyelenggarakan kursus—kursus~ke
takaan ; ;o ) .
g% -menyelenggarakan kegiatan xepemudaan gan kepramul aan;j
_menyelenggarakan kegiatan kesenian Daerah, Olah Raga-
" ~ dan Kesehatan Sekolah ;
leh Ke-

nelaksanakan tugas-tugas lain yeng diberikan ©

'~ pala Dinas.
& Pasal <8 .

U ) . o i

mfjsekSl Pendidikan Luar Sekolan terdiri dar

q. Sub Seksi Kursus dan perpustaka ®

0 b, Sub Seksi Pembinaan Generasi Muda

*

’

gan Kepramukaani

a?

Sek§£»Pendidikan Luar Seke-



12
raenlan W 3
esenl.c Waa duiclatar -

c. Sub Seksi Olah Raga, K
A Gey

lah.
(2} Sub Seksi-Sub Seksi scbagﬂ-lé“m““*”y- at (1)
q dipimpin PRI (O I TR FIT AP TIPS

.~

Ll mAasLng-masl n
y ! 33 ) r , >0 (P
t Ua‘ﬁ.ldl}xnl. L 1add .1'*z(OJ.~..h.

-

23 §

pasal <9
Sub Seksi Kursus dan Perpustaxaan menmpunyai Tugas

a. merencanakgn,menyelenggarakan; menggmbangkan_danm
-kursus ketrampilan; €m .

bina kcgiatan ‘kursus
mengembangk
g gkan dan Men |

o [ merencanakan,menyelenggarakan,
bina perpustakaan sekolah Dasar, Kecamatan maupuy p,

erah
c. mengadakan pendataan,pencatatan dan evaluasi kegiatay.

perpustakaan dan kursus-kursus ; )
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi oleh Kepala]
seksi'Pendidikan Luar Sekolah. /
. I . pasal 30 ; f
Sub Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Kepramukaan mempu J
% li

nyai tugas : T
2. merencanakan;menyelenggarakan membina kegiatan kepemuy.

°
14

daan dan kepramukaan ;
b. mengadakan inventarisasi Organisasi pemuda dan keprami
. i

kaan ; _ b -
‘c. mengadakan inventarisasianak-anak putus Sekolah dasi

pembinaan anak-anak putus Sekolah ;
d. menga@akan kerja sama dengan instansi atau badan)mnq)
‘terkait untuk pembinaan kepemudaan dan kepramukaan i

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke
rala Seksi-Pendidikan Luar Sekolah.;

d.

. Pasal 31 )
Sub Seksi Olah Raga,Kesenian dan Kesehatan Sekolah mempy
nyal tugas : ‘ : '

a. merencanakan,menyelenggarakan dan membina kegiatan )

olah Raga ;
b. merencanakan,menyelenggarakan dan membina kegiatan K¢
senian Daerah di Sekolahan Dasar.; kéﬂmi
5 i

c. mengadakan inventarisasi kegiatan olah raga a5

an Daerah ;
Nt el



sakan,meryelenggaraka
‘a0 sekolahi embina ugans kese-

té
18 . n Yan
"ela geksi Pendidikan Luar Sekolag.‘diberikan P

Bagian Ketus

] : ujuh

cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekpig Di .
inas

Pasal 32

c;ntukan,Susunan Organisasi dan Tat -
jan unit Pelaksana Teknis Dinas, dgaiﬁ?: Cabang Di-
iasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri emudian -

'BAB V

TATA KERJA

. -~ Pasal 33
la Dinas dalam.melaksanakan tugasnya berdasarkan ke_
ksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah, serta-

c?rl:latlkan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas-
1glkan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
ah.

Pasal 34 .
n melaksanakan tugashya Kepala Dinas,Kepala Sub -
an , Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordina-
ntegrasi,simplifikasi dan sinkronosasi secara verti-
jan horisontal, baik dilingkungannya masing-masing -
an dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya
ng-masing.
7 ? Pasal 35 ,
atuan Organisasi dalam lingkungan -

dan Kebudayaan.bertanggungjawab me-
hannya-masing—ma51ng

Setiap Pimpinan S
Dinas Pendidikan . dayasn >
nimpin dan mengkoordinasikan a . .
danpmemberikan pimbingan serta petunjuk -petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
Setiap Pimpinan Satuan Qrganisasi waji
mematuhi petunjuk—pgtunjuk dan ber:iﬁg
da atasan masing-masing dan menyamp:
pada waktunya.

Setiap Laporan yang dite

i iib d .
S1,serta bawahan walj1 > aporan lebi

b menyikuti dan
gung jawab kepa
n laporan tepat

satuan Organisg
gunakan seba -~
an untuk -

rima Pimpinén >
j h dan dipe’
iola . At 4



.t g

memberikan petunjuk-petuv:ijuk Kepada . b
: wea an
' Nya

Pasal 2§

Kecpala Sub Bagian Tata Usaha den Para .,

Dinas Pendidikan dan Kebuday&uii mGHYdmpa‘kgg Seksipa

pada Kepala Dinas, dan Kepal: Sub Badgia: ?;+ lapor, g;

nyusun Laporan berkala kepada Dinas Pendidiggnusahan@
} an k

dayaan.
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpirnan Sat
nisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan UrgaaisasiugnCh
annya, dan dalam rangka memberikan bimbingan kepad:wgh

a

Y Tsa

wahannya masing-masing mengadakan rzpat berkala

Pasal 38
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebuga q
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,dannwia?
kan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah hﬁnun

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaj
an diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang |

undangan yang berlaku. 0
J

Nt

Pasal 40
(i) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi d:
angkat dan diperhentikan oleh Gubernur Kepala Daer?
Tingkat I Jawa Tengah, atas usul Bupati Kepal&Dan&

a Sub Seksi diangkat dan di

(2) Kepala Urusan dan Kepal
berhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul
Kerzla Dinas.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 41

ang ada pada s
. pelum diubs
dak b€

(1} Ssemua Peraturan Perundang-undangan
ap berlakunya Peraturan Daerahini selama
diganti dan dicabut tetap berlaku sepanjang ti
tentangan dengan Peraturan Daerah 1ini.

(2) Hal-hgl_yapg timbul akibat pelaksanaan Pefatur;n[m
erah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Da;i;rlﬂ“

sual dengan peraturan perundan‘g-—undanganyan



¢
Pasal 42
an e lum cukgp diatur dal,
s Jpjang mengenal pelaksanaary
.jegleh Bupatl Kepala Daerah.
¢

m PeratuIa

a akan p n Daerah -

latur lebjp-

Pasal 43

gan Daerah inl mulai berlaku pada tangga) giung
| undang

etiap orang da

cupaya S 9 dapat mengetahuinya i
enq\mdangan Peraturan daerah ini dengzn'p:‘e]ﬁz;r;:tab
zlam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkatp I;n:

mas .
Purwokerto, 8 Juni 1991

pERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
§ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
-KAT II BANYUMAS
KETUA, |
ttd. ttd.
.. H. MOCH. ISKAK DJOKO SUDANTOKO

uran Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gu-

ir Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
jal 21 Agustus 1991 Nomor 188. 3/297/1991.

jangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-

[I Banyumas.
¢ : 15 Tanggal

28 Agustus 1991 Seri : D

'Sekretaris Wwilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

ttd.
prs. S O EDI M AN
"1 Pembina
¢ 500 034 842

NIP



pENJELASAN

ATAS
pERATURAN DAERAH «ABUPATEN DAEKAH TINGKAT [,
NOMOR & TAHUN 19y SAy

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA igp
AYAAN KABUPATEN DASRAH yyer Dllag
BANYUMAS *+NGKayp )

N, SUSUNAN

PEMBENTUKA
DAN KEBUD

PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM ]

perdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerap n,
I Jawa Tengah Nomcr 10 Tahun 1990 maka Pemerint, ingka;
pinsi paerah Tingkat I Jawa Te.‘:ngah telah menyerahia ro -
bagian urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan N se.
h Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I de

Pemerinta By

Tengah. | o _ .

penyerahan sebagian urusan dibidang Pendidikan dap gg
u.

dayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepadaPemerinta]
gsanakan sesudl dengan Pasal ij

Daerah Tingkat II ditak
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pckok-pokok

pemerintahan di Daerah yaitu dalam rondgika penglsian oto-
ncii Daerah yang nyata; dimana titik berat otonomi ada -
pada Daerah Tingkat II, yang dapat menjamin perkembang-

Daerah utamanya di bidang Pendidikan dan Kepudayaan.
Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan ke-
pada Daerah Tingkat 1I meliputi penyerahan tugas,fung-
si dan tanggung jawab pengelolaan Pendidikan Dasar dari
Pemariniah Daerah Tingkat I Jawa Tengah meniadi urusan-
Rumah Tai.ggz Daerah Tingkat II Kabupaten.
Daln:: Upaya mempelancar pelaksanaan pehye
Pendidian dan Kebudayaan di Daerah Tingkat
urugn Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkmﬁdﬂﬂt:
befﬁayiguna, berhasiliguna, maka pérlu menetapkani?gﬁf
E;gag au§2?an00rganisasi dan Tata Kerja Dinas ﬂﬂwﬂéas
an Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bany
dengan Peraturan Daerah.

ITI. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal
a 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2

lenggaraalr”
II agar

: Cukup jelas.
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al
al

3

4

5

6 s/d 12
13 a

13 b s/d
14 s/d

- o= o o=

* Dengan diserap

17

kan '
rusan Pemerintap Nva sebagian y -

: ropinsi
q‘lng}.(at': I Jawa Ten Daerah

L 1)
@]
-
~
c
ge
-
)
=
ol
n
=
-3
=
o
Q
-~
Q
ct
o]
(|

Meskipun sebagian Urusan Pemerin -
'tgh dalam Bidang Pendidikan dan Ke
budayaan telah diserahkan menjadi-
Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat

I1, tetapi tanggungjawab pembinaan
Umum atas urusan-urusan yang telah
diserahkan tersebut tetap ada pada
Gubernur Kepala iDaerah Tingkat I -

Jawa Tengah dengan mengindahkan ke
tentuan -ketentuan yang berlaku.

Cukup Jelas.

Pengelolaan keuangan dalam‘rangka-
pelaksanaan azas disentralisasi
dan tugas pembantuan sebagai di
maksud Undang-Undang Nomor 5 Tghu
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin

tahan di Daerah.

Cukup jelaS-

e Cukup Jjelas.
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